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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai penegakan 

hukum terhadap tindak illegal logging (Studi Kasus Di Balai Kesatuan 

Pengelolaan Hutan), dapat disimpulkan bahwa: 

1. Penegak hukum bertujuan untuk meningkatkan keadilan dan keamanan 

hukum di masyarakat dengan memerangi praktik illegal logging di Balai 

Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat. Salah satu langkah untuk 

mencapai tujuan tersebut adalah dengan menyinkronkan peran, tanggung 

jawab, dan wewenang dari lembaga-lembaga yang bertanggung jawab 

dalam penegakan hukum sesuai dengan ruang lingkup masing-masing, dan 

didukung oleh kerja sama yang efisien dan sejalan dengan tujuan yang ingin 

dicapai. Upaya Pemerintah untuk menegakkan hukum terhadap kerusakan 

hutan yang dilakukan oleh BKPH Rinjani Barat masih belum efektif karena 

masih terdapat banyak kerusakan hutan di daerah Sesaot. Penyebabnya 

adalah beberapa hal, termasuk kurangnya jumlah personil yang sesuai 

dengan wilayah kerja BKPH Rinjani Barat, dan kurangnya kesadaran 

masyarakat di Sesaot tentang dampak kerusakan hutan. 
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2. Adanya kendala-kendala dalam upaya untuk menghapuskan illegal logging 

di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat antara lain adalah 

jumlah personel yang belum mencukupi, rendahnya tingkat pemahaman 

masyarakat tentang pentingnya hutan, kurangnya pengetahuan masyarakat 

mengenai peraturan kehutanan, serta kurangnya fasilitas dan infrastruktur 

yang mendukung pelestarian hutan. 

B. Saran  

Setelah menyimpulkan hasil penelitiannya, peneliti ingin memberikan 

beberapa rekomendasi terkait penegakan hukum terhadap illegal logging (Studi 

Kasus Di Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan). Beberapa saran yang dapat 

diberikan antara lain: 

1. Para pembuat peraturan perundang-undangan seharusnya tidak ragu-ragu 

dalam menetapkan aturan tentang hukuman bagi pelanggar, baik itu berupa 

hukuman pidana, denda, atau sanksi administratif. Hal ini bertujuan agar 

para pelaku illegal logging merasa takut dan untuk memberikan contoh 

kepada masyarakat agar tidak melakukan illegal logging serta patuh 

terhadap hukum yang berlaku. 

2. Balai Kesatuan Pengelolaan Hutan Lombok Barat perlu meningkatkan 

upaya dalam memberikan informasi mengenai kepentingan hutan bagi 

keberlangsungan hidup, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk 

mengurangi praktik penebangan hutan ilegal. 

3. Kerja sama antara pemerintah, aparat penegak hukum, dinas kehutanan, 

Perum Perhutani, dan masyarakat sangat diperlukan dalam upaya 
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memerangi praktik illegal logging. Dengan bekerja sama, semua pihak 

dapat melakukan pengawasan secara efektif untuk mencegah kerusakan 

hutan dan mengancam kehidupan di masa depan. 
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